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ABSTRAK

NAMA : Aksan Ghazali
NIM/NIMKO : 171011146/8581417146
JUDUL : Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Terhadap

Potodennako (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi.
(Studi Kasus Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
Sulawesi Tenggara)

ntuk mengetahui dan memahami
hukum adat perkawina, pad@masyarakat Wakatobl dalam

kualitatif. Penehtlan ini
tan Yuridis, Normatif, dan S@Siologis. Teknik analisis data

yang ditempuh ad ab/dari hasil wawancara, observasi ncatatan dokumen, dibuat
catatan lapangan\ 1] >elanjutn a dibuat reduksi data. Dari reduksi data
ti : b;e

kemudian diiku ang \ berupa. cerita sistematis.

kemudian akan terus berk
pemahaman baru, sehingga a
benar sesuai dengan keadaa

Hasil penenelitian

lengan penemuan data baru dan
esimpulan yang mantap dan benar-

bahwa: Pertama, Kawin lari
(Potodennako) adalah suatu pang dari adat yang baik dan tidak
menjadi suatu hal yang ter a sempurna dari kaidah Al-adatu
Muhakkamah, serta haram huktimnya dalam syariat untuk dilakukan. Sehingga
seseorang tidak boleh memilih jalan Potodennako untuk perkawinannya. Namun
dalam pandangan syariat terhadap pelaksanaan Potodennako tersebut adalah sah

ESTIBAMATASSAR™

Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat Wakatobi dapat
menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Potodennako (kawin
lari) secara khusus, dan dalam perkawinan secara umum agar sesuai dengan syariat
Islam, serta memahami kedudukan kaidah-kaidah fighi dalam Islam khususnya
kaidah Al-adatu Muhakkamah.

Kata kuci: Potodennako, Kaidah, Al-adatu Muhakkamah.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan pedoman dalam
kehidupannya, apatah lagi sebagai seorang muslim yang segala aspek dari

kehidupannya telah diatur dalam syariat Isl‘afyn yang bersumber pokok kepada Al-
\

2
iman yang berkaitdn @engan alIl—llak, baik dalam 6\ngan dengan Allah swt.

N

2

maupun dengan sesama a sesuatu yang berkaitan dengan

masyarakat. Norma dasar h 1 dan dirinci lebih lanjut oleh Nabi

Muhammad saw sebagai Ras , jelas bahwa syariat Islam terdapat
dalam Al-Qur’an dan Hadis.
Secara sederhana hukum diartikan seperangkat peraturan tentang tingkah
ladeﬂrhIaBij&)Ie su aI@gysis&lRerlaku dan
mengikat untuk anggotanya.” Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang lebih teratur, adil, aman, damai, dan sejahtera.
Norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur’an itu masih

sangat umum begitupula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad

saw. Maka setelah Nabi Muhammad saw. wafat norma-norma hukum dasar yang

"Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41.
2Amir Syarifuddin, Usul Fikih (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 21.



umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma
hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit
agar dapat dilaksanakan dalam praktik serta memerlukan disiplin dan cara-cara
tertentu.®> Ketika kita berbicara mengenai kaidah, di dalam hukum Islam ada dua
macam kaidah, yaitu yang pertama kaidah-kaidah ushul Fikih yang kita temukan di
dalam kitab-kitab ushul Fikih, yang digunilfgn untuk mengeluarkan hukum dari

\
N 4
sumbernya yaitu Al-QLy’é% b adis. k 1 ’b‘ﬁe}pg kedua yaitu kaidah-kaidah

fikih, yaitu kaidah-%i  yang disimpulkan sec gé’geral dari materi fikih dan
~2 e

<4

kemudian digunaké\\’ \ia untuk menentukan huku a kasus-kasus baru yang
3 N\

2
timbul, yang tida§ ¢l hukum\ta di dalam nash.* @1 satu kaidah usul Fikih
\> - :

yang dijelaskan oleh para 4 pedoman bagi masyarakat adalah

kaidah Al-adatu Muhaklkama saan dapat dijadikan hukum)

Dari uraian di ata adanya kaidah-kaidah fikih akan
membantu menjawab persoa a jawabannya dalam nash termasuk

persoalan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyatukan dua

ins$ET1\11 ; aks dan perempuan I{KSCS‘;&}R(’%MWM
ghalidza) dalam ikatan yang sah sesuai dengan hukum pada syariat Islam, dan
merupakan pintu pertama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan

yang berpondasian dengan ketakwaan terhadap sang Ilahi akan menghadirkan

keluarga ideal yang di dalamnya tercipta Sakinah, Mawaddah warahmabh.

3Mohammad Daud Ali, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.

4Dzauli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.2, h. 4.



Perkawinan adalah suatu hal yang diatur dalam agama dan negara sehingga
menjadi institusi formal yang harus dijalani manusia untuk dapat hidup bersama
dengan lawan jenisnya secara legal. Artinya perkawinan tersebut harus dilakukan
secara resmi. Hal ini merupakan ketentuan Allah swt. yang bertujuan untuk
menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk
ciptaan-Nya. Manusia tidak akan dapat berlieglbang tanpa adanya perkawinan, dan

z > .
e etirynan kemudian menyebabkan

~_

‘

)

adanya keluarga yan#»%k
~2 \8
masyarakat. Untuk ity

untuk melanjutkan keturuna awinan itu akan terpelihara agama,

kesopanan dan kehormatan, a yang sembuh setelah perkawinan
umpamanya: Anemia (ku pan  kata lain perkawinan dapat
menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab
kepS klmra]}i}&kat danine raI a inaS'u a trj[{hubungkan
silaturahmi, persaudaraan dan egemblraar% menghadapi perjuangan hidup
dan kehidupan masyarakat dan sosial.®

Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna yang

dilengkapi akal dan nafsu sehingga memiliki hasrat yang besar terhadap lawan

SHilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Cet. II; Bandung; Alumni, 1983), h. 221.

M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pradata Peradilan Agama
dan Hukum Perkawinan Islam (Cet. III; tk. Ind-Hill, 1985), h. 175.



jenisnya sehingga Allah swt. menciptakan lawan jenis dari jenis manusia itu sendiri
yang dapat dijadikan istri ataupun suami untuk menghadirkan keturunan yang dapat
kembali beregenerasi. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nah/16: 72.

&_Lu.L.“uA(aSS)Jja.‘\s;}umeS;\}J\weﬁdujbb)\e&um\L}Aeﬁdunm\j
u})ss.\eﬁa&\u_\uujujuydlaUM\

Terjemahnya:
“Dan Allah menjadlk{ gimu pasangan %suaml atau istri) dari jenis kamu
sendiri dan menyadi ) ak da agimu dari pasanganmu, serta
memberimu T { yang baik. M‘e \& fﬁereka beriman kepada yang
batil dan merfgm ri nikmat Allah?””’ -. Py
Dari penjela '\ayat di atas kita dapat men lkan bahwa perkawinan

yang menjadikan nan ia sebagzt' pasangj‘n suami at;@ ri adalah ketentuan yang
2

telah Allah swt. atur dalam SyatatIsiam. tntuk itu, dipahami bahwa perkawinan

haruslah berdasarkan pada h swt. atau berdasarkan adat istiadat

masyarakat yang tidak berte ariat [slam. Sebagaimana dikatakan
dalam kaidah ushul fighi 4 ah (adat istiadat dapat dijadikan
hukum).

bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat
dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya
suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan
keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak,

hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-

"Kementerian Agama R, AI-Qur’anull Karim dan Terjemahannya, h. 106.



upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah
dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya
(ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam
pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Hukum perkawinan adat di
Indonesia itu dapat berbentuk “Perkawinan Jujur” di mana pelamaran dilakukan

oleh pihak pria kepada pihak wanita.®

aspek tradisi dan b
~2

Ny
nenek moyang mere

s\\
1pp

dalam hal pelaksa

N

>

masyarakat adalah banyak d : melenceng dari ketentuan agama

dan adat budaya pada masya engenai perkawinan. Dimana ketika

dari suatu pasangan antara puan yang ingin melangsungkan

pernikahan namun, tidak m pat restu orang tua ataupun wali dari pihak

perempuan. Maka di antara masyarakat akan melakukan hal yang tak sesuai dengan
“STIBA M SSAR

D1 Sulawesi TenggaMfBiKton %ﬂ suku yang masih memegang
adat-istiadatnya, terkhusus pada perkara yang berkaitan dengan perkawinan, suku
Buton secara umum mendiami sebagian daratan di Sulawesi Tenggara dan memiliki
adat yang sama dengan suku Buton lainnya yang tersebar di daerah yang berbeda,

seperti suku Buton yang mendiami daerah Kota Kendari, Muna, Buton, Wakatobi,

8Diah Eka Novia Susanti, “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupatenn Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif
Hukum Islam”, skripsi (Salatiga: PPs. STAIN Salatiga, 20030, h.18



dll. Terkhusus pada daecrah Wakatobi ada sebuah istilah adat yang disebut dengan
Potodennako, yaitu pernikahan lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan
perempuan yang tidak mendapat restu dari orang tua, ataupun mendapatkan restu
dari pihak keluarga mereka, dan perihal Pofodennako ini sudah menjadi hal yang
dianggap lumrah bagi sebagian masyarakat terkhususnya di daecrah Wakatobi.
Untuk itu, Islam begitu pesat perke‘n};bangannya di Indonesia menjadikan
nilai-nilai dari adat perkﬁ‘lﬁig) u But ’gﬁggitu kental sedikit demi sedikit
. LR S R .
mulai terwarnai de j ai-nilai syariat Islam® \g’l,ada, terlebih agama yang
~2 e

N
dianut oleh mayoritasynasyarakat suku Buton adala

3 N —
inilah penulis ing% gadakan penelitian untuk me ﬁl)qmi lebih jauh bagaimana
\> - A\

2
hadap Potodennako (Adat Kawin

Implementasi Kaidah 4/-a

Lari) Pada Masyarakat Wak

B. Fokus Penelitian dan
1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan

Untuk itu, dalam penelitian 1ni, peneliti hanya akan berfokus pada bentuk Kawin

Lari (Potodennako) pada masyarakat suku Buton yang terletak di daerah Kabupaten
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta bagaimana bentuk kaidah A/-adatu
Muhakkamah dan pengimplementasiannya terhadap syariat Islam terkhususnya
pada adat perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan A/-adatu Muhakkamah (adat

istiadat dapat dijadikan hukum) ialah apa saja yang menjadi sebuah kebiasaan



dalam suatu lingkungan hidup masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam.
2. Deskripsi fokus
Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, maka dapat
dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini,
tentang bagaimana pelaksanaan kawin lari‘gada masyarakat Wakatobi tersebut.

\
N [4
i 1z arf daerah wilayah Wakatobi tidak

\‘, -—
) -~
paham akan pelaks i Q“’Eada daerah terebut, atau

bahkan menyamaka i i i i
daerah mereka. S%galmana@tfﬂ tentang {sanaan Perkawinan yang
benar yang telah diatur dala :

Kaidah Al-adatu Mul jjadi salah satu landasan yang dapat
dijadikan sebagai landasan I alani aktivitas-aktivitas keseharian
manusia. Oleh karena 1 a Ulama telah merincikan dan
memposisikan atau mengimplementasikan kaidah Al-adatu Muhakkamah tersebut
“STIBA"MAKASSAR™

§tmusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis akan mengangkat
permasalahan pokok, yakni “Bagaimana Implementasi Kaidah Al-adatu
Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat
Wakatobi?”. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa

substansi masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dan dikembangkan dalam

pembahasan ini antara lain sebagai berikut :



1. Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Potodennako (Kawin Lari) Pada
Masyarakat Wakatobi?

2. Bagaimana Gambaran Konsep Kaidah Al-adatu Muhakkamah?

3. Bagaimana Pengimplementasian Kaidah A/-adatu Muhakkamah Terhadap
Perilaku Potodennako (Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan po

N
Al-adatu Muhakkamﬁks
~ 2 h
M

Wakatobi, maka

referensi yang membahas tet ah sebagai berikut:

1. Buku karya Abdurrahman Aljazayri yang berjudul Kitab Al-Fighi A’la al-

ﬁj& pada Ba PeIn@ \Sli e as tentang

nls;jlrlq 1 secara meluas yang terdiri dar1 V Jlspene iti hanya mengambil
referensi khusus pada buku jilid ke- IV yang membahas tentang Perkawinan.

2. Buku karya Muhammad Sayyid Sabiq yang berjudul Fighu as-Sunnah, yang
terdiri dari I1I jilid, yang membahas masalah Fighi secara meluas. Peneliti hanya
mengambil referensi pada buku jilid ke- II yang membahas tentang Perkawinan.

3. Hasil Penelitian Sinarti yang berjudul Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin

Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di



Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar). Peneletian ini tentang Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali
nikah dalam kasus silariang (kawin lari).

4. Penelitian Muhammad Yunus Shamad yang berjudul Hukum Pernikahan dalam
Islam. Penelitian ini membahas tentang bagaimana syariat mengatur tentang

masalah Perkawinan.

in dal Pernikahan Dalam Islam,

~_

% <
enjadi sllah satu Iandasan d@kehidupan.
2

7. Penelitian Saiful Jazil yang“berjudu dah Muhakkamah ‘Adah dan “Urf

Sebagai Metode Istinbat clitian ini membahas tentang ‘Adah

dan ‘Urf yang dapat me hukum-hukum Islam.
8. Hasil Penelitian Susi S 1 Implementasi Kaidah Al’adatu
Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak
IgﬂTalnBKKlat IV N aril( u terg'j j j& msi Sumatera
Barat. Penelitian ini membahas tentalsgii*aﬁ Al-‘Stu Mbl(gamah dan
bagaiman pengimplemantasiannya terhadap akad jual beli.

9. Situs http://www.wakatobikab.go.id yang membahas tentang profil Kabupaten

Wakatobi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


http://www.wakatobikab.go.id/
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a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Potodennako (Adat Kawin Lari) pada
Masyarakat Wakatobi.

b. Untuk mengetahui gambaran Kaidah Al-adatu Muhakkamah di dalam Islam, dan

kedudukan Kaidah, serata Pengimplementasiannya terhadap Adat Potodennako.

2. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis

adalah:

~\

\
\
a. Secara [lmiah / ’&b” BS/
NS )T X
Penelitian 1{» menambah khasana

~2 \8 <4
Potodennako (Adat Ka ﬁari) pada masayarakat

) <
\ ukan Katah Al—jdatu Mu@mah terhadap aktivitas
\> - :

manusia terkhusus dalam p

ilifiyan Islam, khususnya yang

terkait dalam ma

Wakatobi, dan

b. Kegunaan Praktis
1) Kegunaan bagi pen
Penelitian ini dihar

n dapat mbah pengetahuan bagi peneliti

terutama yang berkaitan dengan hal Potodennako (Kawin Lari) pada masyarakat
Wa i InBWka aidah Imsgi&ﬂagaimana
penglmd:]e;entasmnnya terhadap Adat Kawin Lar1 tersebut.
2) Kegunaannya bagi masyarakat Wakatobi Sulawesi Tenggara
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan positif bagi
seluruh masyarakat Islam Wakatobi, sehingga mereka dapat melestarikan Adat

Istiadat mereka yang sejalan dan relevan terhadap nilai-nilai Syariat Islam.



BAB I1
TINJAUAN TEORETIS
A. Konsep Dasar Perkawinan Menurut Islam
Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan
sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. mengikuti Sunnah Rasulullah dan

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggl‘lgg jawab, dan mengikuti ketentuan-

\

ketentuan hukum yang /\ﬁl\}m
g

) ~'
tahun 1974 tentang ]is ) ,n{n Bab I pasal 1, pe
~2 e

N\
2
ang baha@dan kekal berdasarkan
2

Ketentuan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, s lankan Allah swt. dalam surah Ar-

Rum ayat 21

L @ zE o 8 g Fro-
lly 8 ) 4ad 58358 S

slaf o A0 ou ET ufr ofzelil o L
.EJ‘eSeM‘ueeﬁuS}u‘?fg‘c 43
G9o8eh o 58l ule
Terjemahnya:

STIBAMAICASSKR-
risiste jen i a enderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”.’

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah swt. yang diberikan kepada
manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.
Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. sunnah dalam

pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. perkawinan diisyaratkan

9Kementerian Agama R, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, h. 406

11
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supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan
bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dari ridha Allah swt.
dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di

dalam Al-Qur’an:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. dan All 4 ha Luas éﬂ‘f%é.berian-Nya) lagi maha mengetahui.

>

(QS. An-Nur/24:32)'* , ‘X» S
g\‘

Perkawinan satu sunnatullah ;
~2 e

\
)
tersebut makhluk’ Hidup da[tt b

N

b
keturunannya sehingga dapa

eksistensi kehidupannya di alam.
Perkawinan, bagi manusia, 1luk hidup yang lain, adalah suatu
cara yang dipilih Allah swt. k beranak, berkembang biak untuk
kelestarian hidupnya, setela pasangan melakukan peranan yang

positif dalam dalam mewujudkan tujuan perkawinan.'!

STIBA'MARASSAR™ ™
besar Bahasa Indonesia nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali

mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin

hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin

YWahyu Wibisna, Pernikahan Dalam Islam (Jurnal Pendidikan Dalam Agama Islam —
Ta’lim. Vol 14 No. 2 - 2016), h. 185-186

" Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam (Cet, I:
Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011), h. 123.
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hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan
dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).'?
1. Pengertian Pernikahan
Kata Nikah berasal dari bahasa arab W& — =Sy — =S yang berarti
berkumpul atau bersetubuh. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga

dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah
—y

\Bégsuami. Dengan demikian

N
istilah pernikahan mempunyai arti yang sama deng &8 perkawinan. Perkataan

\ N\
D) <
nikah dan kawin ya sama |erkena1 jikalangan %&arakat Indonesia. Dalam
\> - :
Fikih Islam perkataan yang“sering dipakar-adalah nikah atau Zawaj yang juga

banyak terdapat di dalam A ta tersebut mempunyai persamaan
yaitu sama-sama berarti berk
Adapun Nikah men ‘u dan Al-Adhamu yang Artinya

kumpul. Makna Nikah bias diartikan dengan Aqdu Al-Tazwij yang artinya akad

nikSIﬂfb'IaB‘ti n Wath wAl- auI erma nSye buRﬁ. Definisi
yang hampir sama dengan Méyagénkusakan oleh Rahmat Hakim,
bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “Nikahun” yang merupakan Masdar
atau Asal Kata dari kata kerja “Nakaha”, Sinonimnya “Tazawwaja” kemudian

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga

dipergunakan sebab telah masuk kedalam Bahasa Indonesia.'?

12Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Gitamedia Press, “Nikah” h. 552.
BH.M.A, Tihami, dkk. Fikih Munakahat kajian Fikih lengkap, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Perseda, 2009) Hal. 6.


https://www.rangkumanmakalah.com/putusan-perkawinan-dan-akibatnya/
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Pengertian dari nikah atau zawaj secara bahasa syariah mempunyai
pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian nikah atau zawaj
secara hakiki adalah bersenggama (wathi’) sedang kan pengertian majasinya adalah
akad, kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama’ Fikih karena
hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya
tentang anak hasil perzinahan namun, penge/’rﬁtian yang lebih umum dipergunakan

\
8 T C -
adalah pengertian bahas §§E§:a /aj ast, i ’lg‘a‘ﬂ. ,Al-Qadhli Husain mengatakan

‘\‘ "\‘,(\

gang paling shaﬁh‘f

bd <4

bahwa arti tersebut/:a ,yang mengatakan bahwa
~2

pengertian bahasa \ata nikah dan zawaj adala %’tarak (mengandung dua
N\

2
makna) antara wa rup@makna hakiki.'
2
Menurut Para ulama azhab yang empat (Syafi’i, Hanafi,

Maliki, dan Hambali) pada endefinisikan perkawinan pada:
Akad yang membawa
badan dengan seora
nikah atau kawin, atg

corang laki-laki untuk berhubungan
gan (diawali dalam akad) lafazh
ipa dengan kedua kata tersebut.

Pada kompilasi hukum  Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah

perd hT')IitBad angm n algaSnt mentaati perintah
Al‘lﬁw‘[. dan melefénakannya merupl%h. Dari éapa terminologi
yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah
fitrah ilahi.'®

Pengertian nikah atau perkawinan secara fikhiyyah atau istilah syar’iyyah

terdapat bermacam-macam pandangan sebagai berikut:

14 Abdurrahman Al-Jazary, Al Figh Ala Al-Madzhabi Al-Arba’ah, (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-Islamiyah, 1990), h. 7.

SWahyu Wibisna, Pernikahan Dalam Islam (Jurnal Pendidikan Dalam Agama Islam —
Ta’lim. Vol 14 No. 2 - 2016), h. 186



15

1. Prof. Dr. Mahmud Yunus memberikan pengertian bahwa perkawinan
adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat
jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at agama.'®

2.  Menurut ulama Syafi’iyyah

1723 3 ) 330 o iy Blle adle &5 ATT 31505 Wkl 51 o5 35 51 2\ Jadly oo il (yacaly N
Artinya:

artt memiliki, artm}@ ahan s g‘emng dapat memiliki atau mendapat

”Akad dengan Menggunakan Lafadz Nikah atau Zauj yang yang menyimpan
kesenangan dari ptt 1q

3. Menurut ullﬁ?ﬁahklyyah

Artinya: N

”Akad yan\\)ﬁé andung arti untgk menca
dengan tidak mewaji 2

4. Menurut ulama Ha
Gailyl dzdia e C_.}J; 3 C\S..\L.;L kY S

”Akad dengan mengg ah atau Zawj Untuk mendapatkan

5." Menurut ulama Hanafiyah

c, - f,,‘ a.:;/;y‘, ,:.°.-5. 4 % z :~~:f.;‘1°»:::3?§;;
Artinya:
”Akad yang berguna untuk memiliki kesenangan dengan sengaja. Artinya

laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya
untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.”

1Mahmud Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Cet. IX; Jakarta: Hida Karya Agung,
1956), h. 2.

7 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz 4. h. 2.
8 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz 4. h. 2.

Y Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz 4. h. 2.
20Abdurrahman Al-Jazary, Al Figh Ala Al-Madzhabi Al-Arba’ah, (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-Islamiyah, 1990), h. 2.
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Pemberian pengertian dari para pakar (ulama) terhadap nikah atau
perkawinan di atas bereda-beda namun, yang disepakati bahwa perkawinan atau
nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan.

Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Islam, definisi Nikah adalah

melakukan suatu Akad atau Perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-
—

Pernikahan merupakan ses an dalam Islam. Adapun perintah

untuk melangsungkan pros: g secara tersurat maupun tersirat

sebagai dasar hukum yaitu s nya firman Allah swt. dalam QS.

An-Nisa/4: 1.

A EATES S A
BE= 3 URi X sl 5 eluiy

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangan
(Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan
nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”?

2Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam ddan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, 1999) h. 8.

22Kementerian Agama RI, AI-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, h.77.
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Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil
naqli. Terlihat dalam dalil A/-Qur’an dan Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-
macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia
adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah swt. menciptakan makhluknya
secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil nagl/i tersebut adalah sebaga

berikut:

\
N
1. Al-Qura’an / ~ A}/

— b e
3 / -~
dalam QS. Ar-Rum

2 Al Cu
2 |
Terjemahannya: §) 3 | . (\
- Sy 2

“Dan di antara tapda-tandageikebesaran-Nya) ialah dia menciptakan
pasangan-pasangan mu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tentram k menjadikan di antaramu rasa kasih
sayang. Sungguh pad u benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) ba

Allah swt. b

Pensyariatan pernika
Muhammad saw. Allah swt. menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum

“SFHBAMARASSAR ™~

Berfirman dalam QS. An-Nisa/4 :3

el a &1 Cilda e T 5ASG7Ca
Terjemahannya:

“Maka Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi..”>*
Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk

dijadikan pasangan hidupnya. Allah swt. akan memberikan rizki kepada mereka

2Kementerian Agama RI, AI-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, h. 406.
24K ementerian Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, h. 77.
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yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah swt. bahwa mereka
hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah swt.

Allah swt. Berfirman dalam QS. An Nur/24: 32

o & >, % 5% KIS I CL 5. (. 5 4- - _ L k. AR
07 5 R e 7 gl 158 158 &5 ) 280 5 20l Bhe Cpaaliali 5 & (a7 1A

Terjemahannya:
“Dan nikahkanlah orang-rang yan sih membujang di antara kamu, dan
juga orang-orang yaﬂg%%k (me deaﬂ hamba-hamba sahayamu yang
laki-laki dan Jika ﬂﬁ1sk1n Allah akan memberi
kemampuan }Iég ereka dengan ka 1a\Nya Dan Allah mahaluas
(pemberian ﬁ\/laha mengetahui.”?> \

2

2
e _4& A 2 BT S HES TR S SN TR
d”élﬁ uREgy < G Sl Gla OV ERE (e

Allah swt. @r ftman dalam QS. Ar-Ruti/30:

! <
P [ 5/,//»' =
Ay A O AR D5854

Terjemahannya:

ran)-Nya ialah dia menciptakan
sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tentram kepag jadikan di antaramu rasa kasih dan
saying. Sungguh, padaya an itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.?

STIBA MAKASSAR.
o Gl 3 U OBE m dlldie aa coial Ul L wle heo Z5 5 cﬁuﬁ Ll e (e

27505 5 A1 436 o 3Lally 43d 2l o (o3 5 (a3 yiail] e f 438

“Dan di antara ta
pasanganpasangan u

Artinya:

”Dari ‘Alaqomah berkata: Ketika kami bersama Abdullah beliau berkata:
Rasulullah saw. Kami pernah bersama Nabi kemudian beliau bersabda:
barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah
ia menikah maka menikah itu menghalangi pandangan (kepada yang
dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak

ZKementerian Agama RI, 41-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, h. 354.

26K ementerian Agama RI, AI-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, h. 406

2’Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar ibnu katsir, 2002), h.
459



19

sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan
tameng (perisai) baginya”

Anjuran untuk kawin kepada anak muda dalam hadis ini karena mereka
mempunyai kecenderungan tertarik atau punya syahwat terhadap lawan jenis, oleh
karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia
kawin. Bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi

dan mental) hendaklah 1&52 uasa,

menghilangkan ber

Y
dengan puasa tersebut dapat
f‘?‘f‘( gan p p

dibalik ituada nlklﬁ’at ah swit.

JIOPIEIES . ) & ~ PGl o o0 s (o 03kig
uau_-.d\u,a:);_\ui&%! ’ aadal .‘ uqu‘fqmudan\)scqs

/ sl SR 2505 P\du}m\dﬂ\‘_;m\@uu
il S a5l AT 2 e S us}us‘,ﬂaum\ B 08 ) I3
B i e e 5 (ad sl 75505 85
Artinya:

“Dari Anas r.a. ia be
Nabi saw, mereka m

rang kelompok ke rumah para istri
ibadah Nabi, di mana posisi kami
pada sisi Nabi saw y i dosanya yang telah terdahulu dan
yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: “Adapun saya selalu
shalat malam”, lainnya berkata; “Saya puasa terus menerus tanpa berbuka

(barang sehari)”, yang satunya lagi berkata: “Saya menjauhl orang wanita,
SEHIAMIAICAS AT
1?7, adapun

aku Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut di
antara kamu kepada Allah, orang yang paling takwa di antara kamu
kepadaNya tetapi kamu aku puasa dan berbuka, aku shalat, bangun dimalam
hari dan aku mengawini wanita maka barang siapa yang benci kepada
sunnahku bukanlah ia termasuk ummatku”

Dari dalil-dalil penjelasan di atas bahwa pernikahan adalah syari’at Islam
dan termasuk sunnah Nabi Muhammad saw. yang harus ditiru dan dilaksanakan

apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

28Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, h. 1292.
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3. Tata Cara Pernikahan dalam Islam
Agama Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-
Qur’an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenubhi tuntutan naluri
manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.
Penghargaan Islam terhadap ikatan Pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan

itu ditetapkan sebanding dengan separuh aggina. Islam telah memberikan konsep

yang jelas tentang tata /{?ao
%

3
yang sahih, secara si ,d 7
~2 \3

1. Meminang ( bah )

tersebut hendaknya memina ahe"karena dimungkinkan perempuan
itu sedang dipinang oleh lak elarang seorang muslim meminang
perempuan yang sedang dipi lain.
Meminang atau khitb satu tata cara pra pernikahan yang
harus dilakoni oleh pihak laki-laki dengan cara keluarga laki-laki berkunjung
kepS IgBer puan untuk Amemunan ag SaKItmaran ini
bermak’s—LIh:nemmta an ridho dan esel‘an edua orang tua perempuan untuk
menikahkan anaknya dengan anak laki-lakinya (pelamar) guna membentuk
keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Peminangan merupakan tahap awal dalam

proses kegiatan pernikahan. dan disaat meminang, terdapat hukum-hukum dan adab

dalam melaksanakan peminangan.
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a) Peminangan seorang laki-laki kepada seorang wanita di atas peminangan laki-
laki yang telah datang meminang lebih dulu. Peminangan seperti ini dilarang

oleh syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. melaksanakan peminangan.

Artinya:

“Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sampai
saudaranya tersebut menikahi _vzﬂnita yang dipinangnya atau ia

menlnggalkannya”.\a\ P

b) Perempuan dala/'n:ﬂ%ﬁ}h raj’i, yan'g
<

~p
3 ¢ ‘s 2
ialah bekas S'ﬁa’@a, sebagaimana ﬁrma%x{h swt. dalam QS. al-

Baqarah/2: 22 )

“JJ)’“M-’&—&Q ﬂ% 1535 AQJ B a0 el Gall s
A J.Gd”‘}‘\é‘).)u@_\hdb)“j

Terjemahannya:

berhak menikahinya kembali

“..dan suami-suami
mereka (para sué
mempunyai hak yat
ma'ruf. Akan tetap
daripada istri nya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tiuan yang dalam masa idah boleh dipinang sepanjang pinangannya
buldS A ;n L;All kslgf &S&&EL QS. Al-

Baqarah/2:235

u@jﬁme&\m\gscesum\@e.‘ﬁ\)\gw\mwuﬁmﬁme&\hcm‘j}
u_ﬂ_\ﬁ\clu C\SJ\::AS&:\)AJMYJ \ﬁ_,)u‘}[}ﬁ\j)ﬂu\\ﬁ\\yuajm\y\!uﬁj
H;;J}scdﬂ\u‘ ‘}A.‘.C‘} ajjhlﬁesem\éuehﬁdmu\ \)Alc.\ C:d;\

Terjemahannya:

kinya dalam masa menanti itu, jika
i ishlah. dan para perempuan
n kewajibannya menurut cara yang

punyai satu tingkatan kelebihan
9930

2YMuhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shaikh Bukhari, h. 1311.

30K ementerian Agama RI, 4/-Qur’anull Karim dan Terjemahannya, h. 55.
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“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-
nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada
mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap
hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'idahnya. dan Ketahuilah
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah
kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyantun”.’!

>

Adapun Perempuap+perempuan ayat tersebut adalah perempuan
-&aﬂK ¢
5

. . v, QAN .
yang dalam masa id a/rnlnya meniftggal.dunia. Oleh karena itu, sangat

~p

<

3 ‘QGn -

penting bagi seoraﬁg:lxg?-'laki sebelum meminang<g er&puan hendaknya melihat
RS

‘\ s

wanita yang hen ipinang tersebut. Melihat pe an yang akan dipinang
Q S .
dianjurkan oleh e@lma. Tujuan darianjutan itu adalah’agar mengetahui keadaan

perempuan yang dipinang yang dapat menjadi alasan bagi

peminang untuk menceraik: melangsungkan pernikahan. Oleh

karena itu, suatu pernikahan akan setelah masing-masing pihak
menyadari keadaannya. Ras ganjurkan agar melihat perempuan
yang akan dipinang sebelum melangsungkan pernikahan.
SLEBA MAKASSAR
a) Rukun Nikah
Pada dasarnya suatu pernikahan harus memenuhi dua rukun yang harus ada,
yaitu pertama ijab, yaitu perkataan yang berasal dari wali atau orang yang

menggantikannya, dan kedua kabul, yaitu perkataan yang berasal dari suami atau

yang menggantikannya. Nikah itu sendiri adalah sebenarnya ungkapan dari adanya

3Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, h. 58.
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ijab dan gabul tersebut. Kemudian apakah makna syara’ tersebut adalah seperti itu
saja, yaitu sekedar ada ijab dan kabul, atau masih ada tambahan yang lain lagi. Dan
ternyata ada tambahan terhadap dua hal tersebut, yaitu adanya ikatan atau kaitan
antara ijab dan kabul.

Akad di dalam syariat Islam terdiri dari tiga hal. Yaitu dua masuk dalam

inderawi (Aissy), yaitu ijab dan gabul dan satu masuk ma’nawi, yaitu kaitan atau
—y

\
u "0 .
ikatan antara ijab dan q@un, demiki dﬁlg‘m perkawinan khususnya, para
\‘, -—
ulama memberikan / y/a:ng lebih dari itu 11_\‘TLu dianggap perlu karena

~2 e
dianggap merupaka :gikat dari pernikahan tersebufidi Samping ijab dan gabul.
N\

2
Jiyyah mene[apkan lira rukun n@yaim:
2
\ 4

(1) Suami
(2) Istri
(3) Wali

(4) Dua saksi

(5) Shighat (Ijab dan Qobul)
S MAKASS
H.eI:llf‘ lﬁas tentang syarat-syarat sz§dan rukun-rukun tersebut
perlu dijelaskan syarat-syarat sah ijab qabul dalam perkawinan, yaitu:
(1) Antara dua orang yang beraqad tersebut harus orang yang sudah mumayyiz
atau baligh. Jika salah satu tidak mumayyiz seperti gila atau masih kecil

maka ijab qabul tersebut tidak sah.

32Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz 4. h. 16.
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(2) Tempat ijab gabul tersebut harus berada pada satu majelis, antara ijab qabul
tidak ada sela perkataan atau sesuatu yang lain yang menurut kebiasaan
dianggap mengganggu atau penolakan terhadap agad. Walaupun antara ijab
dan qabul selang beberapa waktu yang agak panjang asal tidak
menunjukkan adanya gangguan atas penolakan terhadap agad maka tetap

sah dan dianggap masih satu majelis.
ggap u maj ..

\
\ 7 C . .
(3) Antara lafaz 1ij "(& /bul tid Arfgbbertentangan atau tidak ada
kaitannya, k#%ea}' jika perbedaan atay® q_hggmbangan kalimat qabul
~2 e

<4
N : \
tersebut me hgiva pada kebaikan. P
N

y 2
(4) Antara du%ga g yang betaqad haj.\s saling v@engar antara satu dengan
\> - :

yang lainnya dan dimaksudkan dalam akad nikah

—_—

S22 3N

tersebut.*
Syarat-syarat pernike asar bagi sahnya pernikahan. Jika
syarat-syaratnya terpenuhi, p dan menimbulkan segala kewajiban
dan hak-hak pernikahan. Syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut:
STTBR puamf' ikahi Sak' lakiryang ingin
menjadikannya 1striéi, perempuannya%aﬁh meln%kan orang yang
haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya.
Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah-

masalah berikut:

(1) Hukum mempersaksikan

333abiq, Muhammad Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2. (Cet. VI; Lebanon: Dar Fikr,
1983 M/1403 H.), h. 29-30.
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Menurut jumhur ulama pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi
adalah tidak sah, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka tetap tidak sah.
(2) Syarat-syarat menjadi saksi
Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan
mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami

bahwa ucapan-ucapannya itu maksugrzlvya adalah sebagai ijab dan qabul

sebab mereka dip; \aang seperti tidak ada. §
3 N—
Adapun syarat aintuk merIadi seordang saksi a a‘fz& sebagai berikut:
\> - :
(a) Bersifat adil \_____________ 4

Menurut golongan [ dapat bahwa untuk menjadi seorang

saksi harus adil sebagaiman| hadis: “Tidak sah menikah tanpa
wali dan dua orang saksi ya ereka ini disyari’atkan jika dalam

suatu pernikahan yang belum diketahui kepastian adil- tidaknya, disini mengenai

sak'SemIacl uaypendapat: mme 1’3 pent j& tsaksikan oleh
dua Orang yaﬁA dMA 1daknya, S:S;mnnya sah. Karena,
pernikahan itu terjadi di berbagai tempat dikampung- kampung, daerah-daerah
terpencil, dan kota, di mana ada orang yang belum bisa diketahui adil dan tidaknya,
hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu cukuplah dilihat dari segi lahirnya saja

bahwa dia bukan orang yang fasiq.

(b) Laki-laki
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Golongan Syafi’i dan Hambali mensyariatkan saksi haruslah laki- laki.
Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak
sah. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan bahwa tidak boleh seorang perempuan
menjadi saksi dalam urusan pidana, pernikahan dan talak. Akad nikah bukanlah

satu perjanjian kebendaan dan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan

biasanya yang menghindari hal itu adalah laE;Iaki. Jadi tidak sah jika seorang laki-

sebagaimana sahnya kesaks nereka. da masalah-masalah lain, dan karena
dalam Al-Qur’an maupun Hzg angan yang menolak seorang budak
untuk menjadi saksi dan sel amanah, kesaksiannya tidak boleh

ditolak.

(d)g 3 ! 5 1 3 t §
Menurut Ahmad, Syafi’i dan Muhammad bin al-Hasan, pernikahan tidak

sah jika saksi-saksinya bukan orang Islam, sedang kesaksian orang non Muslim

terhadap orang Islam tidak dapat di terima.*
Syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

1) Syarat-syarat bakal suami

a) Islam

3*Muhammad Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2. h. 48.
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h)

g)
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Lelaki yang tertentu

Bukan mahram dengan bakal isteri

Bukan dalam keadaan Ihram haji maupun umrah

Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi

Tidak memiliki empat orangs r1 dalam Zéimasa

2) Syarat bakal i 1s A

Islam

—\)
*

\
Perempuan y. rtentu

2
\ 2
Tidak dalam\qgg n Iddah L\A ’ :\

Bukan dalam keadaan 1

Dengan rela hati (Buka ak Gadis)
Bukan perempuan mabhr ami
Bukan isteri orang atau

Dari penjelasan di atas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang

STHBAMAKAS S A Rows

isteri yang telah diatur dalam Islam.

B.

Konsep Dasar Kaidah Al-adatu Muhakkamah

“Urf (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu metode istinbat} hukum

Islam yang diperselisihkan para ulama kalangan madzhab Hanafi dan Maliki

memandangnya sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madzhab yang lain

3Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam (Volume V 1 September

2017), h. 76.
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(Syafi’i, Hambali, Dhahiri) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun
madzhab Syafi’i tidak memandang ‘Urf sebagai dalil hukum, akan tetap dalam
realitanya Imam Syafi’i menggunakan sosiokultur budaya ( ‘Urf) masyarakat dalam
menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya qaul gadim dan qaul
Jjadid.

Masyarakat sangat terikat dengan “/(’{iy‘hya. Pemerintah pun terikat pula

T C
0 q‘lfn}pngubah sesuatu yang manjadi

~_
ctigaruh ‘Urf dalam tatanan

a&‘Urf yang dipandang baik

mengetahuinya dan diam saj
Salah satu keistime ah terletak pada ajarannya yang
memberikan ruang yang c a masuknya unsur-unsur budaya
luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para muballigh ke wilayah-wilayah
"STIDA"MAKASSAR" ™™
sejak lama pada masyarakat, tetapt mem Igéuang an tempat yang cukup
untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat
Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra
dan saling mengerti.
Akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum

Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi

eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah fikih



29

yang menyatakan “Al-‘adah Muhakkamah” (‘Al-adah itu bisa menjadi hukum),
atau kaidah “Al‘adah Shari’ah Muhkkamah” (‘Al-adah adalah syari'at yang dapat
dijadikan hukum).

Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum, karena tidak semua
unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak

sesuai diganti atau disesuaikan dengan ajaieg} Islam. Dalam kaidah fikih di atas

\
o\ .0
terdapat pesan moral a “r{ne B;/ i-sika
\ -~
asal mengadopsi. Sila'gK ,i 1S ini yang menjadi p %glg terjadinya transformasi
~2 e

N
sosial masyarakat—\\’ g mengalami persinggunga
3 N\

2
kaidah fighi ini 'pi kita mertperoleh pesan ku <I)qhwa restrukturisasi dan
> - Lo\

2
dinamisasi pemahaman keagamas : endaknya selalu dikembangkan agar

%an Islam. Berdasarkan

selalu mampu merespon p«
selalu dinamis dan terus ber
1. Pengertian Kaida
Kaidah bentuk jamaknya adalah. “Al-gawaid” yang memiliki kata secara
perkataan ataupun perbuatan. “4/-Adah” diambil dari kata “Al-aud (2s2V)” atau
“Al-mu’awadah (325241)” yang artinya berulang (L))
Secara terminologi, ‘Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan
atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada

obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat

36Qaiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 319-320.
37Ya’qub Bin abdulwahhab Al-Bahisiyn, Qdidatu Al-adatu Muhakkamah, h. 13.
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pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah
dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak

pelakunya. Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan al-‘Adah dengan:

AL el e &3kl 55580 )3aN1 (m 8 S0 e $50e
Artinya: ’

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang
berulang-ulang yang bisq diterima (ilf»b tabiat (watak) yang sehat 38
: \ ¢ z S
Walaupun secarp\ﬁ@a igi asal-usul kata ‘Adah dan ‘Urf
—)

e -,
berbeda, tetapi di a, p‘lli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini
~2

ilihat

terhadap kata ‘Adah.”

Definisi ‘Urf'secara terminologi sebagaimana diutarakan Abu Zahrah

“STIBA MAKASSAR

5

aa ) 5al e Cialail 5 5 alas (e Gulll a\m\u}au)d\
Artinya:

“*Urf adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya
dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Sedangkan definisi ‘Urf secara terminologi menurut Abdu al-Wahhab

Khalif adalah:

3Qaiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 320
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5 O e e 13005 G 46 55 5 a3l
Artinya:

“Segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah
menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbua tan atau
dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu”.

Sedangkan ‘Urf secara terminologi menurut Badran sebagaimana yang
dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul Figh adalah:
u&@;dﬁ\wo‘}e{)& j\dﬁbtﬂ’”-\jwu\‘)” \ﬁ\hﬁu}j

4 a bssawouM)a@_um@a)ﬂ

Artinya: / K -~
| G 2
~ 3 ¥ o < .
> Urf adalah-apa-apa yang dibiasakan dan di rang banyak, baik dalam

bentuk u ‘atau perbuatan yang beruladg-ulang dilakukan sehingga

membekas\ jiwa mereka dan diterima bﬁeh akal mereka”.
di i.titik tekan Sama, yaitu adanya sesuatu

yang sudah dibiasakan da sert enal orang banyak dan dilakukan

berulang-ulang kali sehinggag i eraguan dalam melakukannya.*
‘Urf dengan ‘Adah memberikan

alasannya sebagaimana berikut ini:

a) ‘Sﬁ 4dah itu bisa b iaku secaia umum zalk §1Ia§an oleh orang banyak
Jé Ln rang, dan

tidak dikatakan ‘Urf apa bila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu

tertentu.

3Saiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 321
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b) ‘Adah bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah
masyarakat, sedangkan ‘Urf'tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui
pemikiran dan pengalaman.*

¢) ‘Adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang

menjadi ‘Adah tersebut, sedangkan ‘Urf selalu memberikan penilaian pada

oleh orang secara berulang-
dapat dibedakan tetapi perbe
Perbedaan antar ula ah dilatar belakangi oleh perbedaan cara

mereka memandang ‘Urfdan ‘Adah.Ulama yang membedakan antara ‘Urf dengan

‘Ad, Talzlu ermasalahangers denga K ka menarik
permaijn ‘Urf dan ‘AJMA% agal d151§'§u, mulai dari budaya,
tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan Fikih saja,
berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara ‘Urf dengan ‘Adah,

mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Figh yang

kebanyakan para Fugaha’tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah

“0Nasrun Haroen, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138-139
4 Amir Syaifuddin, Ushul Figh., h. 364.
42 Amir Syaifuddin, Ushul Figh., h. 364.
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munculnya Qa’idah Fighiyah; Al-adah Al- Muhakkamah vyang dalam kaidah
tersebut menggunakan kata ‘Adah tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya
‘Adah tapi juga ‘Urf.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau
tidak antara Al-‘Adah dan Al-‘Urf karena tidak ada perbedaan yang signifikan
terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuﬁi hukum yang berbeda, maka dari

z > . . .
‘ y‘ﬁ bisa disimpulkan bahwa antara

{ e \‘, P
. . . . . -~
icirikan menjadi e

\
.. . S\
beberapa definisi termi g B@/as seca

Al-*Adah dan Al- U
~2 e

2
b) Menjadi hal yang lumra n, spontanitas atau tidak

¢) Acceptable (diterima sebag as1 yang baik)
d) Berlangsung terus (Applicable serta merata atau mayoritas dalam
suatu daerah®
Sedangkan Muhakkamah adalah bentuk Maf ul dari Masdar Tahkim yang
berarti VIT'y eBn asalml ailSnS‘ aulTus, dapat
dij §an sanlaran penetapan atau penerapgéketentuan ukum ketika terjadi
permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada
pertentangan dengan suatu aturan hukum yang besifat khusus atau meskipun

terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang besifat umum.**

2. Dasar Hukum Kaidah Al-adatu Muhakkamah

$Saiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 322

44 Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa’, Sharh} al-Qawa’id alFighiyyah, (Damaskus: Daral-
Qalam,1996), h. 219.
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Tatkala kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis
Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi serta [jma’ dan Qiyash
yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh
para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan.
Di antara ayat-ayat Al-Qur©an dan Hadis serta [jma’ dan Qiyash tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Surah At-Thalaq (64)
e ) Wi 2y _nxsj ?Jﬁ

: hendaklah memberi natkah darl
a. Allah tidak memikulkan beban
apa yang Allah berikan kepadanya.
apangan sesudah kesempitan”.®

dan orang yang 188
harta yang diberike
kepada seseorang n
Allah kelak akan

b. Surah Al-‘Araf (7): 199

2 e G 21y cadall Al sl A
Terjemahannya:

STIBANAKASSAR ™

c. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

o 1 S 338 U Al 2155 s 3 (e 1 Mo 348 1R (5320 2165 s
Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi
Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak
baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-
Kabiir dari Ibnu Mas'ud)”*’

45K ementerian Agama RI, Al-Qur’anull Karim dan Terjemahannya, h. 559.

46K ementerian Agama RI, Al-Qur’anull Karim dan Terjemahannya, h. 176

7 Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad Imam ahmad, (Beirut:
Alam al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, h. 379.
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d. jma’

Diketahui para imam Madzhab menganggap bahwa /jma’ a’mali (budaya
umum) adalah menjadi landasan kehujjahan ‘Urf atau A/- ‘adah dikatakan oleh al-
Shatibi bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga
kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan

memelihara kebiasaan- keb >(Xyang

setidaknya dengan

akan terhindar dari éketsé

‘

€. szash/loglka )

Alasan kyugj

1) Hasil penelitian yan diketahui bahwa banyak di antara

ketetapan hukum ya berapa kebiasaan yang ada sebelum

Islam, seperti perjan tisna’, al-Mudarabah dan jual beli

al‘Araya (jual beli antara kurma basSah yang masih belum dipetik dengan
kurma kering) Para Ulama memandang bahwa A4/- ‘adah bisa dijadikan dasar

S b E5.% nNA e BN S e cnin
secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak
berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam
menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

2) Andai bukan karena keberlangsungan al-‘Adah atau al- ‘Urf niscaya tak

akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan keNabian,

“*81brahim Ibn Musa Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul alAhkam Jilid 11 (Bairut: Daral-
Fikr,tt),212.
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keNabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila
keluar dari kebiasaan. (3t salall)

3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan al-‘Adah atau al- ‘Urf
adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan
hukum yang mu’tabarah seperti ijma’. Maslahah dan Dhari’ah di samping

banyak ketetapan hukum yang bir/uybah karena perbedaan situasi dan

fa$ sebagai dalil hukum, maka

o
kondisi.* /Yﬁ N
Setelah mehlﬁt? lil kehujjahan ‘Ur,

\Hanafiyyah dan Malikiyya

ulama terutama ulam; %muskan kaidah hukum

Artinya:
“Semua ketentuan s mutlak, dan tidak ada pembatasan
di dalamnya, bahk: pembatasan dari segi kebahasaan,
maka pemberlakua iTuj ada ‘Urf.”%°
3. Macam-macam Kaid3
Para ulama ushul fighi menjadi 4A/- ‘Adah atau ‘Urf menjadi tiga bagian:
» Dol BA-MAKASSAR
1) Al-"Urf al-Lafdzhi, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan
lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya:

ungkapan kata 25l yang kebiasaannya untuk anak laki-laki padahal kata

A4l juga bisa dipergunakan untuk anak laki-laki dan perempuan.

YSaiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 326
S'Rahmad Dahlan, Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah. 2010), h. 213.
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Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11-12, kata a1
yang biasnya untuk sejenis daging sapi, kambing atau yang lain, tetapi
ikan tidak termasuk di dalamnya padahal ikan juga termasuk dalam

kategori s>l sebagaimana terdapat surah An-Nahl ayat 14:

Gl Ll 4k 1308 2l S0 zdl Gh g

Terjemahannya:

“Dan dia-Lahy Allah ya g-‘g;gnundukkan lautan (untukmu), agar
D akan dawi fiya daging yang segar (ikan)”.

kamu ghs@j;p
“\‘ \\‘, P
Berdasarka#&? : /Lafdzi sebagaiman

f afas, apabila ada seorang yang
bersumpahtidak akan makan daging, tetapi

Y <
maka di% Qtermasuli orang yang melang@lmpah.

2) Al-"Urf al-Amali; Jalah Kebiasaan _masyarakat yang berkaitan dengan

uatu saat dia makan ikan

perbuatan.’! Misa syarakat dalam transaksi jual beli
barang dengan ca 1 a adanya ijab qabul.
b. Dilihat dari segi cakupant ibag njadi dua yaitu:
1) Al-‘Urf Al-Amm, ialah kebiasaan tertentu yang telah dikenal secara luas
STIBA"MAKASSAR "

permandian tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan di berapa
banyak air yang digunakan, karena sudah saling mengetahui.

2) Al-‘Urf al-Khas, ialah kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat

dalam suatu kawasan atau daerah tertentu.’®> Menurut Mustafa al-Zarqa’,

S| Amir Syaifuddin, Ushul Figh, h. 367

S2Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami. Juz.IL. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h.
829.

S3Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami. Juz.Il. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h.
830.
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Al-‘Urf al-Khas seperti ini tak terhitung jumlahnya dan senantiasa
berkembang sesuai perubahan situasi dan kondisi masyarakat.>
c. Dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan diterimanya atau tertolaknya
dari kaidah syariyyah ini Al- ‘Urf dan Al-Adah terbagi menjadi As-Sahih dan Al-
fasid.

1) Al-‘Urf As-Sahih, maksud dari {s/;Sahih adalah segala apa yang telah
\

y 2
dengan Alqawd ‘idu As-Syar ’z@ dan tidak ada satu Nash
2

2) Al-‘Urf Al-Fasid, 5id adalah apa yang tidak signifikan

atau tidak sesuai ¢ Atau sesuatu yang sudah menjadi
tradisi manusia, a u bertentangan dengan syara®™ atau
menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang
S T‘a BWa t kgbiagaan usj teSdS);& ikemungkinan
dazl seremont MHA&IMI%& saat ditimpa kedukaan, dan

tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.’’

4. Cakupan Kaidah Al-adatu Muhakkamah

Bidang cakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan al- *‘Urf atau al-

‘Ada ini secara umum adalah segala aktivitas kemanusiaan (ibadah, muamalah, a/-

S4Nasrun Haroen, Ushul Figh, h. 141.

>Ya’qub Bin Abdilwahhab al-Yahisayn, Qaidatu Al-A’datu Muhakkamah. h. 44
6Ya’qub Bin Abdilwahhab al-Yahisayn, Qdidatu Al-A datu Muhakkamah. h. 44

57 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih,(Semarang: Dina Utama, 1942), h. 123.



39

ahwal al-shakhs}iyyah, ta’zir dan hubungan luar negeri) dan atau segala aturan

yang belum dijelaskan batasan-batasannya secara syar’i atau secara kebahasaan

(lughowi) di antaranya adalah:

a.

. Standar dan takaran dan

Segala hal yang berhubungan dengan usia kedewasaan seorang laki atau

perempuan yaitu mengenai menstruasi, nifas atau menopose.

. Kadar (minimal-maksimal) dalam najis‘/};ang ditolerir (Ma fuw) atau dalam

\

N

2
salat jama’, an\ hutbah ctn pelaTanaan salﬁmat dan antara [jab dan
- <

Qabul dalam pernikaharf S —

Ukuran yang digunakan dengan penguasaan atas milik hak
orang lain (istila”’) dalam
li atau batasan dalam penyerahan
barang (igbad) dan penerimaan (qabad) dan transaksi jual beli, salam, gadai dan
dlpi:!:.‘

Standar pemakaian dalam pemanfaatan barang dan pemberian upah (ujrah) pada

akad sewa dan perburuhan.

Pemahaman redaksi dalam masalah wakaf, wasiat atau sumpah.

. Masalah yang berhubungan dengan hak ketetanggaan (haq al-jiwar) dan irigasi

dalam ladang pertanian.
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i. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan seperti khitbah,
kafa’ah, nafkah, mut’ah.
j. Masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum ta 'dzir.>®
5. Kaidah-kaidah Cabang Al-adatu Muhakkamah
Di antara kaidah-kaidah cabang dari 4/-adatu Muhakkamah adalah sebagai
berikut:

—)
¢ Cs

s

. \
\ 2 2 J % a5 o Fy S o we
Artinya: ;&\‘ 7
S Kl

€ 4 - 2,
« Api\f hg biasa diperbuat % bayak adalah hujjah

2

(al gumen/dalil) yang wajib dia\ n”.
)

2\
Maksud %daa 1 ini-adalah apa yang sudah (\njadi adat kebiasaan di
\ + — <
masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

Contoh: Apabila tidak adg a sopir truk dan kuli mengenai

menaikkan dan menurunka opir diharuskan membayar ongkos

sebesar kebiasaan yang berla
cale s enshlal 13 B G565 W
Artinfa:
STIRA MAKASSAR. ...
adat yang terus menerus berlaku, atau berlaku umum”.
Dalam masyarakat, suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima
sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya

atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat)

8Saiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 327
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bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.>® Contoh: Apabila
seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut
tidak diantar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak

pengusaha koran tersebut.

Y gl G E 5l

Artinya:
“Adat yang mumnya terjadi yang dikenal oleh
manusia bukan ng terjadi”

\Laan sebagai berikut

\ JJLALI \}1 JM\.\ éS&J\

by 1\1(
“H% itu dengdn ag&diasa terjad an dengan yang jarang
terjadi”. =

Contoh: Menetapka n mak lam perkawinan namun, tidak ada

kejelasan berapa banyak kete 1 ketentuan mahar berdasarkan pada
kebiasaan.
L L2l o ay el
Artinya:

ST HRA-MAKAS ST =

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat
seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena
tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama

membolehkannya.

ﬂ?:: %};’:.,ns ‘2&_’&&;‘3&5;5 ,“

°Imam Musbikin, Qawa ‘id Al-Fighiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-
103.
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Artinya:

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai
syarat di antara mereka”.

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam
transaksi.®® Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan

angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah

termasuk biaya angkutan ke 10&3\ pembe i

¢,

K “\\@Aub u;.uuns &JJ&“.I u.ua_d\

Artinya:  [=5 4 ‘ -. 2,
-3 %
“Ket n berdasarkan ‘urfseperti k an berdasarkan nash”.

Y 2
Penetapar%@ u _hukum| tertentu Jyang dld@n pada ‘urf dan telah
2

- —
memenuhi syarat-syarat sebagat dasat hukum, maka kedudukannya sama dengan

penetapan suatu hukum ye da nash. Contoh: Apabila orang

memelihara sapi orang lain, liharanya adalah anak dari sapi itu
dengan perhitungan, anak pe emelihara dan anak yang kedua
untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.’!
STIBA"MAKASSAR”
Akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum

Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi

80Jaih Mubarok, Kaidah Figh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi) (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), 157.

81Saiful Jazil, Al-adah Muhakkamah ‘Adah dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 327-329



43

eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah
Fikih yang menyatakan “Al-Adatu Muhakkamah”.%

Dengan demikian, 4/-adah atau ‘Urf merupakan salah satu sumber dalam
istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak
ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat ‘Adah

atau ‘Urf dapat dijadikan sandaran hukum in:aVlah sebagai berikut:
\

2
ini harus di dan tidat bisa dij'dikan pij ﬁn\hukum bagi masyarakat.

2
yang bersifat gat i (pasti), yakni

Nash yang dimaks
nash yang sudah je Jengan hukumnya, sehingga tidak
memungkinkan ada afsiran lain.
2) ‘Adah atau ‘Urf'itu . Artinya, ‘Urf'itu harus dipahami

oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah

SrTh . rena itu, kala haIr e pas\Sf ?anﬁng tertentu
saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

3) ‘Adah atau ‘Urfitu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘Urf baru.

92Susi Susanti, Implementasi Kaidah Al adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam
Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupatenn Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat, (Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau), h. 48
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4) Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah
masalah). Jika sebuah ‘Urf berbenturan dengan tashrih, maka ‘Urf tidak
berlaku.®

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘Urf antar lain:
1) ‘Urf'tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada
2) ‘Urf'tidak boleh dipakai bila menges;a/rglpingkan kepentingan umum.

\
3) ‘Urfbisa dipakai “aQba

—)
64/>'K\‘ 7
S ¥l

a2 e

kerusakan.

€ 4 = - 2,
Dari penjelﬁ\\’ \\&i atas, kita dapat melihat % ‘Urf dapat berlaku dan

3 N—
diterima untuk di n landast apabiljtelah men@i segala ketentuan yang
\> - :
\ 4

ada.

C. Wakatobi dan Masyara
1. Wakatobi

a. Sejarah Wakatobi
Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih

dikgl?'IbVaIa' pulauan ) Tukan BIi(Pa!a SsSelb& merdekaan

Wakatob1 beradaa AwéMeén Kesultanan Buton. Setelah Indonesia

Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai suatu Provinsi, wilayah

Wakatobi hanya berstatus sebagai salah satu Kecamatan dalam wilayah

pemerintahan Kabupaten Buton. Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003

93Susi Susanti, Implementasi Kaidah Al adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam
Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupatenn Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat, (Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau), h. 49

%4A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua), (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 166
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Wakatobi resmi di tetapkan sebagai Kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara
yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara.

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan

yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa,
—y

e Bl
Daerah Kabupaten V/a i1 Nomor 19 Tahun 20
~2 e

<4

Selatan dan melalui \:turan Daerah Kabupaten W %i Nomor 20 Tahun 2005

Daerah Kabupaten Waka hun 2007 dibentuk Kecamatan

Wakatobisehingga jumlah ke aten Wakatobi menjadi 8 kecamatan

yang terbagi menjadi 100 de 25 kelurahan dan 75 desa).

Tabel Kepadatan Pe akatobi Tahun 2011.
No. Kecamatan Luas (km?) | Penduduk (jiwa) | Kepadatan (jiwa/km?)

1 |Wang-Wangi 241,98 24.087 99,54
3 |Kaledupa 45,50 10.272 225,76
4 |Kaledupa Selatan 58,50 6.841 116,94
5 |Tomia 47,10 7.101 150,76
6 |Tomia Timur 67,90 8.688 127,95
7 |Binongko 93.10 8.621 92,60
8 |Togo Binongko 62,90 4.842 76,98

Jumlah 823,00 95.712 116,30

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, Kondisi Desember 2011
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b. Kependudukan (Demografis)

Penduduk Kabupaten Wakatobi menurut hasil sensus penduduk tahun 2010
adalah berjumlah 92,995 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.640 jiwa dan perempuan
48.355 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi menjadi
95.712 Jiwa.

c. Letak geografis,

} membentang dari Utara

N\
2
si garis lintarE 5°1 i’-j"ZS’ Lint \elatan (sepanjang kurang
e <
lebih 160 km) dan garis bujar123°90*94°39" Bujur Timur (sepanjang kurang

lebih 120 km).

d. Topografi

Kepulauan Wakato erupaka gusan pulau-pulau karang yang

sebagian besar (70%) memiliki topografi landai, terutama di bagian selatan pulau
WaS'-NIngI Baj&ra n gelatan Imgaggi dan Timur
pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian
tempat berkisar antara 3 — 20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan bentuk
topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar
antara 20-350 m dpl.

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten
Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung

Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiu’a di
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Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs
peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan
penyebaran agama Islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan
kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah
Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patu’a, dan Benteng Suosuo serta
peninggalan benda-benda purbakala lainn& Semuanya merupakan aset daerah

z > .
5 e‘:‘rﬁbgngan ilmu pengetahuan dan

~_
-~

orang Buton adalah masyaraka
Buton. Daerah-daerah itu li beberapa Kabupaten dan kota
di Sulawesi Tenggara di a bau, Kabupaten Buton, Kabupaten
Buton Selatan, Kabupaten abupaten Buton Utara, Kabupaten
Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.
“STIBA"MARASSAR ™
Tenggara tepatnya di Kepulauan Buton.

Suku Buton juga dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan di
luar Sulawesi Tenggara seperti di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan
Riau, Maluku, dan Papua dikarenakan migrasi orang Buton di akhir tahun 1920-

an.%

Shttp://www.wakatobikab.go.id/statik/geografi.daerah/kondisi.geografi.daerah.html 2013
%https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Buton
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wakatobi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wakatobi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bombana
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muna
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muna_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Buton&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
http://www.wakatobikab.go.id/statik/geografi.daerah/kondisi.geografi.daerah.html
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D. Gambaran Kawin Lari Masyarakat Wakatobi
Potodennako yang berarti Kawin Lari dalam istilah masyarakat Wakatobi.
Istilah kawin lari juga sangat banyak dikenal di berbagai daerah di Indonesia,
masyarakat Kabupaten Takalar misal mengenal dengan istilah Silariang.®”
Awalnya keluarga mempelai laki-laki datang melamar dengan baik kepada

keluarga mempelai perempuan akan tetapi lamaran sering ditolak oleh keluarga

?Yg?mpelai perempuan, uang

%kan oleh pihak keluarga

perempuan, bisa{ terjadi |kar na I(eluarga ﬁelal perempuan tidak
N = N

menyetujui keluarga mempelailaki®laki aik”calon menantunya maupun calon

besannya, dan banyak per tidak disanggupi oleh keluarga

mempelai laki-laki. Biasany a mempelai perempuan menempuh
jalan demikian untuk menolz
Karena keluarga mempelai laki-laki merasa ni paka siri’ (dipermalukan)
}raIrnInB p emm ggﬁ nya maka
laki-laki 1ni membawa pergi perempuan jauh dari ked1amaanszlanang)
biasanya kedua belah pihak telah sepakat untuk pergi dari rumah silariang (kawin
lari).®

Namun, beda halnya dengan masyarakat Wakatobi, Negara Indonesia

merupakan Negara kepulauan, yang terdiri dari berbagai macam ras dan budaya,

7 Ana Rahmayanti, Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat.

8Sinarti, Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan
Kompilasi Hukum Islam, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017), h. 43-44
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dari berbagai perbedaan ini menimbulkan perbedaan dari segi perilaku dan tata
bahasa. Hal ini juga berpengaruh pada pola peristiwa-peristiwa hukum tertentu
seperti bentuk perkawinan dan tata cara pelaksanaannya di masyarakat Wakatobi
mengenal istilah Potodennako, atau Kawin Lari. Kawin lari/Potodennako dalam
perspektif hukum positif tidak dikenal namun, dalam konsepsi perkawinan baik

menurut hukum adat Wakatobi maupun [Bgang-undang Nomor 1 Tahun 1974
. S\ ¢ s . .
tentang perkawinan me ﬂl&(ﬂ a‘r‘lﬁ ,yakni mengacu pada konsepsi
hukum agama seba%ﬂ@ yang telah disebutk \dilam ketentuan pasal 2 (1)

&2 e <

Undang-undang N.\\’ r\l Tahun 1974 dan Negar % memberikan legitimasi

3 N—
I perkawTan yang t@dilaksanakan sedangkan
2

secara tertulis ten eduduka
\» o
5 kawin lari meskipun kedudukan

dalam hukum adat Wakatob
kawin lari dalam suku Kau 1 d2 ; ianggap sebagai hal yang biasa dan
sudah dilakukan secara turu

Akibat dari adanya
Tenggara ini hanya pada hubungan antara anak dengan orang tuanya sang anak

diaga‘pIE‘]I lBge wamlg%g\sh)&ﬁn ini tidak

berlangsung lama berhubung masyarakat Wakatobi masih memegang erat tali

silaturahmi dan kekeluargaan.®

8 Asriani Alami, Kawin Lari Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Adat Di
Kecamatan Togo Binongko Kabupatenn Wakatobi (Sulawesi Tenggara), (Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016),.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokus Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (field

research). Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, yakni

. —y
penelitian yang prosedurnya &hasilka
AY )

data deskriptif berupa kata-kata tertulis

. % X

e \‘, P
atau lisan dari orang/g n perilaku yang diamati.”
K :S :, € G 2
2. Lokus Peneli dan \
\ — v

enelitian 'ri adalahydi Kecam M‘\W angi-wangi, Kabupaten

Mdikar iakan Kabupaten Wakatobi

mengambil sampel di Kecamatan

Wakatobi, Provinsi §1

sulit dijangkau secara kesel
Wangi-wangi.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti

meStr 1 langsung Fe likas!' pT&i&)grSeniadﬁpenehtian,
pent n‘éeLﬁa yaitte:

1. Pendekatan Yuridis; Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di
lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian

akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

7OLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet. XVII; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 26
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teori hukum yang ada.”! pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi
hukum bagi masyarakat khususnya Masyarakat Wakatobi agar dalam
melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yuridis
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional
dan hukum Islam tentang perkawinan.

2. Pendekatan Normatif, yaitu sebuah @/avya memahami dan mengenali wajah

3. Pendekatan Sosiolog
sekelompok disiplin ke nbahas tentang aspek-aspek yang
berkaitan dengan man manusia tersebut berada.”® yaitu
pendekatan yang dilakuk ngadakan pendekatan kepada unsur
masyarakat di antaranya tokoh masyarakat/pemerintah, tokoh agama, tokoh
ST OB Nda ang a dlmgagaﬁ:Wn Wangi-
wang1, Kabupaten WakMA
C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari

data primer dan data sekunder, meliputi:

""Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta h. 75.

2Abudin Nata, El-Wasathiya, pusat penelitian & pengabdian masyarakat (P3M) STAINU
Madiun, h. 3.

http://id.wikipedia.org/wiki/llmu_sosial; online 15/November 2015 08.30.ia
memperlajari hakekat masyarakat dengan perspektif yang berbeda-beda
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek
penelitian. Data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah
1) Pemerintah Wangi-wangi. 2) Tokoh Adat dan Tokoh Agama. 3) Pelaku
Potodennako

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari
subjeknya, tetapi melalui sumber lain bii/I’E lisan maupun tulis dari buku, artikel

\
v ey "
ilmiyah, dst. Adapu d&aQta menja i ‘?Ergata sekunder dalam penelitian

—) \‘, <
.. N i -~
ini adalah masy/ﬁé& , akatobi. N .
~2 \3 <4 \
D. Metode Pengumpitlan Data P

1. Observasi
Observasi adalah pe suatu objek yang diteliti baik secara
langsung maupun tidak lang oleh data yang harus dikumpulkan

dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh

panS'ﬁleTche ummlg obseryasi digungkangbila penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, pros%ﬁja a-é;sa alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar.”* Metode ini penulis gunakan untuk
mengamati, mendengarkan dan mencatat langsung terhadap beberapa peristiwa

atau kejadian berupa adat istiadat pada adat Pernikahan Potodennako masyarakat

Wakatobi.

"Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2010), h. 137.
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2. Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuaan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna
dalam suatu topik tertentu.”” Maksud dari penerapan ini adalah untuk mencari data
yang berhubungan dengan tradisi dan Potodennako (adat Kawin lari) Masyarakat
Wakatobi dengan kemungkinan memiliki rﬂsvansi dengan nilai-nilai perkawinan

\
N
dalam syari’at Islam tery ﬁéus hgan K

—(agatu Muhakkamabh.

—) <
3)7 >
3. Dokumentz;%i{?, Gy 2.
Dokumenta—'\\’ \agai pelengkap untuk me ‘rhat data hasil wawancara
N\

Y <
dan observasi be\ ) pengambllan E&ﬂ)ar profil @si penelitian, peraturan
\> - :

tertulis yang berlaku dan dOKUMEntasihasiwawancara tertulis.

E. Instrumen Penelitian
Untuk menjadi Pen tas maka dapat dilihat dari hasil
penelitian, sedangkan hasi tergantung pada instrumen dan
kualitas pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang
megﬂ‘imI Bit hasil, peneli nlm' Sr;&llrlitian dan
kualitas pengumpulan data. eh karena itu, pen§ sebagal instrumen harus
divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti itu

sendiri, melalui evaluasi seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif,

penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal

>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 297
’%Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.
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memasuki lapangan.”” Penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data
yaitu:
1) Lembar observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data
yang digunakan pada saat proses penelitian.
2) Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang

digunakan dalam mengumpulkan d%

1. Pengolahan Data

Untuk menyajikan dipahami, maka langkah-langkah
anlisis data yang digunakan ¢ 1 adalah Analysis Interactive Model
dari Miles dan Huberman, yz ah-langkah dalam kegiatan analisis
data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data
(da I Wﬂ pata‘(das dlmgegwwman atau
Ver§;‘nll(:)nclu§ns).

1) Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara,

hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai

"TKhaerul Akbar, dkk., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: P3M STIBA
Makassar, 2019), h. 10.
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dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui
pencarian data selanjutnya.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat
—

\
\ C
ditarik dan diverifikasi, é‘q‘ 'Bata ber G
/\ 2
3

ﬁ‘gg secara terus menrus sepanjang
,1 r/c:duk dari reduksi @Iilah berupa ringkasan dari

penelitian belum di

Sajian data adala atan  organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan kan. Penyajian data dimaksudkan

intuk menemukan pola-po serta memberikan kemungkinan
adanya penarikan simpulan tindakan, sajian data berupa narasi

kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.”

STIBA"KMAIKASSAR
Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi

yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn pencatatan, polapola, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.*

8Miles dan Huberman, 2007: 16. Harsono, 2008: 169,
http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_II1.pdf

®Miles dan Huberman, 2007: 84. Harsono, 2008: 169
http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_II1.pdf

8http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_I11.pdf
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Analisis Data

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat

dikemukakan sebagai berikut:

a)

b)

d)

S

Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan
lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan

refleksi.
—y
z > . . .
u ya“dibuat reduksi data. Reduksi data
- VA <
ini berupa p ‘{-B, ok temuan yang pe .,
3
a

kemudian diikuti penyus

2
dengan [suntingan peneliti &a maknanya lebih jelas

V am ’ 2
prdengan faktor pendukung, antara lain

metode, skema, baga cl, dan Scbagainya.
Berdasarkan sajian emudian  dirumuskan kesimpulan

sementara.

Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan

TIBA'MAKASSAR" ™
suatu kestimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu
terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya
bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa
menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan

akhir.
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f) Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur
subjektif, dilakukan upaya:
1) Melengkapi data-data kualitatif.
2) Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang
lain ®!

G. Pengujian Keabsahan Dat.

¢ 2
erupakan uji kepercayaan terhadap
S

~p

T A A

data hasil penehtla ku atif yang dllakukan det perpanjangan pengamatan,
-3 \s:

peningkatan kete q p'dalam penelitian, triangulasi, .4

analisis kasus negéﬁ n membtr check. '\/lenurut S@o (dalam Harsono, 2008:

173), triangulasi merupakan

idengan teman sejawat,

mum digunakan bagi peningkatan

validitas dalam penelitian ku is triangulasi ditambah stau review
informan.
1) Teriangulasi Sumber
Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
SPIBA"MAKASSAR =
dikatakan secara pribadi, dan membandingkan wawancara dengan dokumen
yang berkaitan.
2) Triangulasi Metode
Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik

Pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber

data dengan metode yang sama.

81http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_I11.pdf
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3) Triangulasi Peneliti
Membandingkan informasi yang sama dari ketiga kasus.

4) Reviu Informan
Mengkomunikasikan hasil analisis dengan informan utama penelitian.’
Melalui triangulasi ini dianggap sangat relevan dengan jenis penelitian yang

menggunakan jenis pendekatan kualitatif, k_az;:na data yang dihasilkan adalah data

1 dapat juga data tertulis), dan data
~_
n?t’%i. Hal ini sejalan dengan

Ncakan bahwa penelitian

ketidakpuasan atau reaks

penelitian kuantitatif.®®

STIBA MAKASSAR

82http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_I11.pdf

83Bagon Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan).
(Edisi Revisi; Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Kecana, 2011), h. 166.



BAB IV
KEDUDUKAN KAIDAH AL-ADATU MUHAKKAMAH TERHADAP
POTODENNAKO (ADAT KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT
WAKATOBI.

A. Beberapa Unsur Budaya Dalam Masyarakat Wakatobi

1. Bahasa
—
. \\i C €
Bahasa-bahasa yang a £ 1-Sula rp‘&gpakan bahasa yang tergolong
dalam rumpun bahasﬁ? onesia. Blust (1977) egdskan pula bahwa kelompok
SN 73 <

N
Melayu Polynesia yanagmerupakan turunan dari bah %stronesia terdiri dari dua

% <
1a B@dan kelompok Melayu
2

olynesia Barat menurunkan bahasa

\
kelompok, yaitu\s\gl i pok M
Polynesia Tengah/Ti;mr. elo

di Philipina, Malaysia, Vietn nesia bagian barat (Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Bali mbawa bagian barat) sedangkan
Indonesia bagian tengah/tim asa-bahasa di pulau Sumba, Flores,

Timor, Maluku Tengah, dan selatan.3

tersebar di beberapa lokasi dan memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Bahasa

Wakatobi yang digolongkan dalam Suku Buton sedikitnya memiliki dua dialek
yaitu dialek Kaledupa dan dialek Tomia. Bahasa Wakatobi tersebut merupakan
bahasa yang digunakan oleh penduduk asli Wakatobi, bahasa tersebut merupakan

bahasa pertama atau bahasa ibu yang kedudukannya sangat penting dalam

84Susiati, Dialektometri Segitiga: Hubungan Kekerabatan Bahasa Di Sulawesi Tenggara
(Bahasa Wakatobi, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pancana, Bahasa Kioko, Bahasa Tolaki), h. 2.
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kehidupan masyarakat Wakatobi karena dominan masyarakatnya masih kental
menggunakan bahasa ibu. Penggunaan bahasa Wakatobi selalu dijumpai
penggunaannya dalam ranah keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan
kerja (sekolah dan kantor).
2. Kesenian
Wakatobi merupakan kawasan di il:}awesi Tenggara yang sudah tidak

\
N 4
diragukan lagi pesona e)@{ﬂy}&eindah .
) 4

a‘r‘lf baharinya bahkan sudah sering
\)
i

~_
mendapat penghargaﬁng i
~2

han Wakatobi tak | q\é’impai di situ saja. Kawasan

—
memiliki anak perempua a peranfak dewasa. Para orang tua ingin

menujukkan anak peren Kebanogd mereka telah tumbuh dengan baik.
sekali setelah Hari Raya Lebaran.
Para perempuan didanc génakan pakaian adat lengkap dengan

aksesoris berwarna cerah dan didominasi warna emas. Kepala mereka dihiasi

$T1a!'33%dan MfmSSSre u an ditandu
an diarak keliling kampung. Proses 1ni dilakukan sekali dalam seumur hidup.

b) Pesta Adat Posepaa adalah tradisi masyarakat Liya Wakatobi. Dilaksanakan di
hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaannya setelah solat Id. Antraksi ini seperti namanya Posepaa yang
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berarti menendang. Tujuannya untuk meninjau ketangkasan pemuda dalam

memperthankan negri bila ada serangan musuh.®

B. Perkawinan Dalam Masyarakat Wakatobi
1. Jenis Perkawinan
Keunikan yang ada pada masyarakat Wakatobi yaitu ketika memiliki unsur-

unsur adat yang penting, dan ter usus pada penelitian ini tentang perkawinan yang
¢ 2

memiliki begitu banyak "}J’ isi yan, gang erat oleh masyarakat tersebut.
~_
-~
Prosesi dan adat petk &W asyarakat Wakatobisetidaknya terbagi menjadi dua

yaitu: L
2\
a) Perkawinan % , yaitu perkawinan yang sesuai (;Angan nilai adat yang baik
- Sy 2

serta sesuai ketentuan again agpemerintah dalam hal ini KUA (Kepala
Urusan Agama)
b) Perkawinan Lari (Potoq kawinan antara pasangan laki-laki
dan perempuan yang pernikahannya diluar dari rumah
mempelai wanita, dalam artian dimanapun akad pernikahan tersebut dilakukan
STIBA"MAKASSAR
ini dilakukan karena adanya berbagai hambatan seperti tidak mendapat restu
dari pihak keluarga, ekonomi, budaya, d11.%

Dari pembagian perkawinan di atas peneliti akan membahas tentang

perkawinan lari (Potodnnako) yang dikaitkan dengan Kaidah Al-adatu

&https://travel. kompas.com/read/2019/05/14/100800527/4-tradisi-adat-wakatobi-yang-
menarik-untuk-diketahui?page=all

86Laode Ugu (47), Imam Mesjid Nurul Yagin Desa Mandati, Wawancara, Kecamatan
Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.
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Muhakkamah. Kawin lari atau Potodennako ini sebagaian masyarakat tidak
menganggapnya sebagai suatu adat dari daerah mereka, karena merupakan hal yang
dianggap tidak baik dan mencederai nilai-nilai adat yang baik pada masyarakat
Wakatobi.®” Padahal Potodennako tersebut adalah sebuah perilaku yang dapat kita
golongkan sebagai adat karena dilakukan oleh sebagian masyarakat sejak dulu dan

berlangsung hingga saat ini, serta sebagi‘ally masyarakat telah menganggapnya

sebagai suatu hal yang | k dila S
\\” <
2. Pelaksanaan/ ennako (Kawin Lari),- .~ .
Saele 7
Sejak dahulupgrilaku Potodennako ini telah %di sarana bagi pasangan

\ N\
Y <
laki-laki dan wam\ urtuk menikth secaralsah dalam @a namun, terhalang oleh
\> - :

berbagai macam halangat perti a sebutkan sebelumnya. Namun,

Potodennako ini juga terbag
a) Potodennako yang sesua adat istiadat yang baik, maksudnya
adalah perkawinan terse awinan yang direstui oleh keluarga

dari pihak laki-laki dan perempuan namun, dalam pelaksanaannya terkendala

normal terdapat syarat untuk membawa seserahan yang telah ditentukan nilai

dan jenisnya oleh adat tersebut, sehingga ketika tidak mampu utuk memenuhi
syarat tersebut maka kedua belah pihak keluarga akan sepakat untuk membawa
calon mempelai laki-laki dan wanita untuk dinikahkan di rumah penghulu,

kantor KUA, atau di tempat yang mereka telah sepakati.®®

87Zulyaqin (49), Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, Wawancara,
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

8Laode Ugu (47), Imam Mesjid Nurul Yagin Desa Mandati, Wawancara, Kecamatan
Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.
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Model perkawinan seperti ini kebanyakan terjadi pada zaman yang lalu dan
hampir tidak ditemukan lagi pada zaman ini. Namun, pula Potodennako yang
terjadi dimasa lalu terdapat hal-hal yang bisa dianggap sebagai suatu hal yang
mengerikan karena ketika seorang laki-laki telah menyukai seorang perempuan dan
hendak menikahinya namun, terhalang dengan berbagai hal maka laki-laki tersebut

akan membawa para jawara di kampung iEl/V untuk mengambil paksa perempuan
\

\ C
mbunuhapabila fidak mau untuk menikah atau
/4 * Py b
\\ <
ang tua wali dari sangiperefppuan untuk dinikahkan.®
<4

tersebut dan mengnacar;gé
%l\(‘

3
tidak mendapat resﬂ/:dér Of
a2 e

STIBA MAKASS AR

b) Potodennako yang terjadi pada saat ini, sebagaimana yang dijelaskan
sebelumnya bahwa perilaku ini banyak diantara tokoh-tokoh agama
menganggapnya sebagai hal yang melenceng dari adat-adat yang baik dan

dianggap seperti perkawinan siri.”

89Zulyaqin (49), Kepala Urusan Agama KUA Wangi-Wangi Selatan, Wawancara,
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

%0Sarimun (45), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Wakatobi, Wawancara, Kecamatan
Wangi-Wangi Selatan,
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Perkawinan seperti yang terjadi pada saat ini adalah ketika seorang laki-laki
dan perempuan telah saling menyukai dan ingin segera untuk menikah dengan cara
yang cepat dan mudah untuk kemudian mendapat izin dari orang tua mereka maka
mereka akan pergi pada waktu malam hari ke tempat imam, penghulu untuk
meminta dinikahkan.”!

Potodennako juga telah menjadi Ea/l& yang Trend dikalangan sebagian

T C .
2 ersendiri bagi pelaku Potodennako

~_
\'ﬁga mereka telah mendapat

memikahan yang normal

Gambar 2. Foto Pelaku Porodennako
(Sumber : Dok.AG)

Adapun proses Potodennako tersebut yang terjadi pada saat ini adalah

sebagai berikut:

!Salmatia dan Rizal, Pelaku Kawin Lari (Potodennako), Wawancara, Kecamatan Wangi-
Wangi Selatan, 11 Juni 2021.

92Laode Ugu (47), Imam Mesjid Nurul Yagin Desa Mandati, Wawancara, Kecamatan
Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.
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1) Pasangan laki-laki dan wanita yang ingin Potodennako datang ke tempat
kediaman penghulu untuk meminta dinikahkan.

2) Penghulu akan menanyakan seluk-beluk asal dan keluarga dari laki-laki dan
perempua tersebut. Setelah mengetahui hal itu maka penghulu akan
memberi tahu pihak keluarga dari pasangan tersebut bahwa anak-anak

mereka telah ada di rumah sang pengl/l;llu.

Hal yang menariy{agri
g\‘ &
tersebut maka pas ,4ersebut tdak akan
~2 \8
penghulu sampai .\\’ gan tersebut telah sah menjadt pasangan suami isteri
3 N\
berapapun lamanyd,’d Qsetiap yt&iatan ketempa‘E é(ﬁ\éhulu tersebut maka pasti
- = =2

akan menikah dan diberi iz

restu dengan alasan apabil ¢ arut maka yang ditakutkan adalah

pasangan tersebut akan yang tidak diinginkan seperti

perzinahan.”?

Prosesi pelamaran dalam Potodennako ini telah terwakilkan oleh sang

Keperluan lain seperti mahar, saksi akan dibicarakan pula di kediaman

penghulu, biyaya perkawinan bagi yang datang ke kediaman penghulu untu
melakukan Potodennako telah di tetapkan oleh sang penghulu yaitu berupa uang

yang berjumlah Rp.1200000.

%Nada Obei, Penghulu Desa Wungka, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12
Juni 2021.
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3) Ketika telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga maka
kemudian mengurus berkas perkawinan dari desa masing-masing sebagai
persyaratan yang dibutuhkan dalam dokumen negara.

Namun, dalam prakteknya kadang kala pasangan yang datang adalah
mereka yang belum cukup usia untuk menikah sesuai UU No. 16/2019 tentang usia

perkawinan perempuan dan laki-laki minirriei 19 tahun. Ketika ada hal seperti ini

<4

, ketika semuanya telah dip ‘i%(an maka pihak keluarga
N\

2
akan mencdf] hari yang baik dan|tepat unn@laksanakan akad nikah
2

S

Akad nikah tersebus 2 ak thadiri oleh kedua mempelai, wali
dari sang perempuan, dua orz epersiapkan mahar. Mahar yang ada
pada masyarakat Wakatobi mlah 40 Boka, yang 1 Boka sama
dengan Rp.60000. jadi berkisaran Rp.2400000.

STI‘[ Kyel ailkan gel pr: esSigi&l h menjadi
pasangan yang sﬁnaka pihMééaaIgnéawa pasangan tersebut balik ke
rumah mereka dan akan diumumkan secara tersirat ke masyarakat sekitar bahwa
pasangan tersebut telah melakukan Potodennako. Kemudian pihak keluarga dan

pasangan ketika mampu maka mereka akan merayakan perkawinan tersebut seperti

perkawinan normal pada umumnya.

%Nada Obei, Penghulu Desa Wungka, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12
Juni 2021.
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\ - — v
Gamb : oto Perk@winan Nbrmal Masyar at Wakatobi
(Sumb ksan Ghazgli)

Dalam tahapan perk ko in pada dasarnya adalah usaha

adat itu sendiri untuk men i dan perempuan agar tidak jatuh

kedalam perilaku perzinaha larut-larut, walau nampak sebagai
suatu perilaku yang menyi istiadat yang baik itu sendiri dan
melenceng dari ajarn islam yang semestinya.

S ok i e Bed G A S SNl pnsen
terjadinya Potodennako tersebut adalah karena adanya seorang laki-laki dan
perempuan yang saling mencintai dan ingin menikah akan tetapi tidak mendapat
restu dari pihak keluarga dan berbagai halangan lainnya, serta rasa bangga
tersendiri bagi mereka yang melakukan Potodennako tersebut. sehingga pihak laki-
laki membawa lari perempuan yang dicintainya menuju kediaman penghulu untuk

diberikan pengarahan dan perlindungan dari penghulu. Calon mempelai laki-laki

dan calon mempelai perempuan keduanya sudah terlanjur lari dari orang tua mereka
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untuk menikah, maka jatuh hukum adat untuk wajibnya mereka menikah, dengan
alasan menghindarkan mereka dari perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam
dan pelanggaran adat dan upaya memperbaiki hubungan keluarga pihak laki-laki
dan perempuan maka adat menempuh jalan menikahkan mereka secara siri, dan
pihak adat meminta keluarga perempuan harus rela dan tabah mengikuti proses

adat demi terjalinnya hubungan kekeluarga‘ally yang damai, dan terhindarnya laki-

2
cara dapat disimpulkan sebagai

Potodennako berd
perbuatan seorang laki-laki 1 anak perempuan seseorang tanpa
seizin orang tuanya dengan hinya karena tidak mendapat restu
dari pihak keluarga peremp Perbuatan ini sangat bertentangan

dengan syariat Islam dan diharamkan perbuatannya, karena:

"STIBAMAKASS AR
ezaliman. Padahal Allah SWT berfirman, dalam QS. Hud/11:18:

Oeadlall e 4 4 Y
Terjemahnya:
“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim

2995

b) Merusak kehormatan seorang muslim dan muslimah, baik kehormatan dari

keluarga perempuan, kehormatan perempuan yang dibawa larinya, maupun

%Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim, h.223.
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kehormatan dirinya sendiri. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu haram
untuk dijatuhkan ataupun dinodai
Nabi Shallallahu‘Alaihi Wasallam bersabda.

\A.& eSAL PERAYY

Artinya:

23

“Sesungguhnya Allah g Tx%h’ afas) sesama kalian darah kalian

(untuk ditumpahkan kalian (untuk pais) dan kehormatan (untuk
dirusak). Sebagalm ‘h?B? amnya hari ini, har \ﬁl,bulan ini dan haramnya
3
negeri ini” i \
Islam san énjaga kehormatan seseoran membawa lari seorang

2
2
wanita yang bu}\\a,tr”‘> ahramn)k untuk | dinikahi ~@pakan perbuatan yang
—— 2

\__ 4
merusak kehormatan termas i jagaan kehormatan diri adalah menjaga

kemaluan dari perkara-perk kan Allah SWT, dan Allah SWT

menyebutkan keberuntungar y yang beriman yaitu mereka yang
menjaga kemaluannya dari h kan. Allah SWT berfirman, dalam
QS.Al-Ahzab/33:35:

SUHBAMATIASI AR =

Lake 15305

05“

Artinya:

“Dan laki-laki yang menjaga kemalua mereka dan wanita-wanita yang
menjaga kemaluan mereka, laki-laki dan para wanita yang banyak berdzikir
kepada Allah Ta’ala menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang
besar.””¢

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mukminun/23: 1 - 5:

%Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim, h.422.
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b5 a2l ce b u-db BEVES ae—’)m & ah u—*ﬂ‘ uﬁ—‘*ﬂ‘ e
Grsbila aga s el ab (ol s & le B a8 30 2h Gl

Terjemahnya:

“Sungguh beruntunglah orang orang yang beriman, (yaitu) orang orang yang
khusyu’ dalam shalatnya, dan orang orang yang menjauhkan diri dari
perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang orang yang
menunaikan zakat, dan orang orang yang menjaga kemaluannya.” *’

Sehuingga dapat d1sm§;> an bahwa-Potodennako adalah perbuatan yang

diharamkan dalam s aﬁg 4 Islam, dorang tidak boleh bermudah-

mudahan ataupun

jalan ini untuk menikafen @pun lamarannya ditolak

. . 0\ !
maupun tidak dir N\

\ =\’
2. Hukum Wk naan adL_p\e;ujdahan Poto éﬁako

Merujuk pada hasil

umnya, bahwa pelaksanaan adat

pernikahan Potodennako m n yang bertujuan sebagai mediator

dalam memperbaiki hubung pihak laki-laki dan keluarga pihak

perempuan. Potodennako ju untuk menghindarkan perzinahan

antara laki-laki dan perempuan jika dibiarkan berlarut-larut.

S DA sdposhfien S§ A R
Laghe &3 6355 e (3185 50a1 5 (ol (52 SKBI8 (21 2855 1 800 G 31
G oK G &) Ba N5 40 &slalid (o201 4 )85 sl s 10K Vs

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangan
(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada allah dengan
nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

97K ementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim, h.342.
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Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasimu’®

Pelaksanaan adat pernikahan Potodennako, pelaksanaannya sesuai dengan

syariat Islam, karena memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam.

SHBAMAMEASSAR

D. Kedudukan Kaidah Al-adatu Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat
Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi

Kaidah Al-adatu Muhakkamah seperti yang dibahas sebelumnya dan

keterkaitannya pada Potodennako ini dapat disimpulkan bahwa Potodennako ini

masuk dalam empat unsur dari definisi A/-‘Adah dan Al- ‘Urf'yaitu: 1. Hal-hal yang

%Kementrian Agama RI, Al-Qur’anul Karim, h.77.
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dilakukan berulang kaili, 2. Menjadi hal yang lumrah 3. Diterima sebagai apresiasi
yang baik bagi sebagian masyarakat, 4. Berlangsung terus menerus.

Pada dasarnya ketika Potodennako 1ini kita sandarkan pada
implementasinya dengan Kaidah 4A/-adatu Muhakkamah maka disimpulkan bahwa
Potodennako tesebut tidak dapat menjadi suatu adat yang baik dan menjadi salah

satu sumber hukum yang sempurna dalam drilenjalani aktivitas dalam kehidupan

umum masyarakat kare 2 ﬁﬁﬁ]ﬁh satu syarat dari ‘Adah atau

‘Urf tersebut yaitu { \gin Nash yang ada, padahal

SN 73 <
hal itu adalah yan \adi syarat pertama dalam * %au ‘Urf.
N\

S

2
Tatkala ki bali merijuk padz syarat-sy@ang lain seperti berikut:
2

1) ‘Adah atau ‘Urf1
2) Sudah berlaku sejz
epankan maslahat umum, dalam
ariat yang ada, dan tidak membawa
dalam keburukan bahkan menyelamatkan dari perbuatan zina. Maka dapat
disi BP odengakq, inijpme a haSaSbe ai rat dengan
kai‘§\;1ﬂdal; Muhakkamah, sehingga Iukum perkawinannya a!g sah secara
syariat. Namun, praktiknya menjadi haram karena merusak kehormatan manusia,
melanggar ketentuan syariat, membawa lari orang yang bukan mahram dengan

secara paksa dalam artian Berkhalwat , kemudian merusak ketentuan adat istiadat

yang baik pada lingkungan Masyarakat Wakatobi.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

B.

Potodennako atau Kawin Lari secara syariat dilarang dan diharamkan.
Sehingga seseorang tidak boleh memilih jalan Potodennako ketika ingin

menikahi perempuan, Walaugm dia tidak direstui.
—

N

- =
laki-laki dan perempua

3 N—
rukun pernik: alam syafiat islam yang meli;@\danya wali, mahar, calon
) * TN\
2

Potodennako tidak dg asikan dengan kaidah Al-adatu

Muhakkamah secara syaratnya tidak terpenuhi secara
keseluruhan yaitu berte ash sebagai sanadaran dalil atau

hujjah dalam kehidupan ini. Namun, Potodennako tersebuat masuk dalam

erulang kaili, 2. Menjadi hal yang lumrah 3. Diterima sebagai apresiasi yang

baik bagi sebagian masyarakat, 4. Berlangsung terus menerus.

Implikasi Penelitian

Dengan memperhatikan secara keseluruhan hasil penelitian tentang
Implementasi Kaidah Al-adatu Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat
Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,

Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara maka terdapat beberapa catatan

75
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penting dan masukan yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan

perbaikan.

Adapun catatan penting dan masukan yang dimaksud adalah sebagai

berikut:

1.

2. Walaupun Seehra prosesi Pelaksanaan Potog

3. Diharapkan agar

Melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat Wakatobi dapat

mengikuti prose51 ikahan y

meng1ntegra7lngenga nilai- nﬂ‘a

dengan syari’at

rdasarkan hukum Islam dengan
®

s b

aya yang memiliki relevansi
p

ko dibenarkan syariat,

gama lebih tegas dalam

tetapi SGM glhak Lﬂsﬁ"djn tokoh

menanggulangi ora t ini bermudah-mudahan dalam

melaksanakan perka Potodennako
obi yang ingin menikah tidak
bermudah-mudahan da membawa lari perempuan tanpa izin walinya

untuk dinikahi, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan syariat

SE-IBA MAKASSAR

4. Solusi dari peneliti agar masyarakat Wakatobi diberikan pemahaman

tentang hukum Potodennako dalam pandangan hukum Islam.

5. Agar skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi pelaksanaan

adat perkawinan lari (Potodennako) masyarakat Wakatobi, sehingga dalam
pelaksanaan pernikahan mereka dapat sejalan dengan hukum Islam, adat

istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
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Pada akhirnya peneliti tetap berharap semoga tulisan ini dapat memberikan
manfaat terutama pengembangan diri peneliti selanjutnya. Demikian pula
mampu memberikan informasi dan bahan pertimbangan baik kepada pihak
instansi-instansi pemerintah dan kepada pihak-pihak yang bermaksud
mengadakan penelitian relevan  yakni penelitian terhadap kawin lari

(Potodennako) masyarakat Wakatobi.

b \
N
Butir-butir Wawan *Hc«,
: vD"{ g
1. Bagaimana Aeg ab adanya perilaku
> b

atobi? P
N\
. . <
2. awal mula térjadinya Potodenn@ersebut?
2
3. Lari)?
4. Bagaiamana pandan ¢ merintah dan tokoh agama terhadap

Potodennako?

5. Mengapa Potodenna di lakukan hingga saat ini?

STIBA MAKASSAR
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(Ketua DPD WI Wakatobi) (Kepala KUA Wangi-Wangi Selatan)
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(Foto-foto Pelaku Potodennako) (Bapak Penghulu)



(Pesta Perkawinan )
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : Aksan Ghazali
Tempat/Tanggal Lahir : Oneeha, 20 Agustus 1999
Agama : Islam

NIM/NIMKO

; \101114 417146

Jurusan/Prodi / bandinga héb

L S
Fakultas/Program j : Syariah/S1 ‘G 2
Alamat : Des. Oneeha Kec. T >}ﬁada Kab. Kolaka
Email

: aksanbold 7@gmail.ﬁ
Jmm'j N2

3
Nama Ayah \) -
. 4

Nama Ibu

B. Riwayat Pendidkan:

SDN 1 Onecha : Tahun 2005-2011

MTs. Baitul Arqam Polinggona : Tahun 2011-2014
wiybh Bk AKASSAR
STIBA Makassar : Tahun 2017-2021

C. Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Pendanaan PORSANI 13 STIBA Makassar :2018-2019

2. Ketua HAMASA Sulawesi Tenggara :2019-2020
3. Ketua IKATI Makassar :2018-2020
4. Ketua DEPSOS DEMA STIBA Makassar :2019-2020
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